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Abstract. This research analyzes law enforcement against counterfeit money circulation in 

Indonesia, focusing on existing criminal policies. Counterfeiting is a serious crime that 

harms individuals and threatens economic stability and public confidence in the monetary 

system. The rise in counterfeiting cases, especially in the digital era, complicates law 

enforcement challenges. This study compares Majalengka Regency, Bandung City and 

Makassar City to evaluate the effectiveness of law enforcement and the role of the 

community in preventing this crime. Through case studies, it was found that Majalengka, 

despite having limited resources, experienced a significant increase in counterfeit money 

circulation cases. Meanwhile, Bandung City and Makassar City also faced similar 

challenges. Cooperation between law enforcement officials and the community proved key 

in improving the effectiveness of prevention and handling of cases. However, weaknesses 

in the legal substance, such as the lack of a clear definition of electronic money 

counterfeiting, are an obstacle. Low public awareness of the dangers of counterfeit money 

also exacerbates the situation. An analysis of Law No. 7/2011 on Currency and the Criminal 

Code reveals weaknesses that need to be corrected. This research emphasizes the importance 

of cooperation between law enforcement officials and the community to increase awareness 

and participation in the prevention of counterfeit money circulation. By identifying causal 

factors and challenges in law enforcement, the results are expected to contribute to the 

development of criminal policies that are more responsive to the dynamics of counterfeiting 

crimes in the future. 
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Abstrak. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran 

uang palsu di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan kriminal yang ada. Pemalsuan uang 

adalah kejahatan serius yang merugikan individu dan mengancam stabilitas ekonomi serta 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter. Meningkatnya kasus pemalsuan, 

terutama di era digital, memperumit tantangan penegakan hukum. Penelitian ini 

membandingkan Kabupaten Majalengka, Kota Bandung dan Kota Makassar untuk 

mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan peran masyarakat dalam pencegahan 

kejahatan ini. Melalui studi kasus, ditemukan bahwa Majalengka, meskipun memiliki 

sumber daya terbatas, mengalami peningkatan signifikan dalam kasus peredaran uang palsu. 

Sementara itu, Kota Bandungdan Kota Makassar juga menghadapi tantangan serupa. 

Kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat terbukti kunci dalam 

meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus. Namun, kelemahan dalam 

substansi hukum, seperti kurangnya definisi jelas mengenai pemalsuan uang elektronik, 

menjadi hambatan. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya uang palsu juga 

memperburuk situasi. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang dan KUHP menunjukkan adanya kelemahan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini 

menekankan pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk 

meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam pencegahan peredaran uang palsu. Dengan 

mengidentifikasi faktor penyebab dan tantangan dalam penegakan hukum, hasil penelitian 

diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan kriminal yang lebih responsif 

terhadap dinamika kejahatan pemalsuan uang di masa depan. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum. Uang Palsu, Kebijakan Kriminal. 
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A. Pendahuluan  

Seiring berjalannya waktu semakin banyak kejahatan yang membuat masyarakat resah, seperti 

pemalsuan, pengedaran dan penyebaran khususnya uang. Semakin lama maka kebutuhan lain yang 

ingin kita penuhi untuk menyesuaikan hidup kita dengan lingkungan kita. Guna bisa merealisasikan 

keinginan tersebut dengan demikian yang perlu kita miliki hanyalah uang.  

Penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu dalam politik hukum di Indonesia berfokus 

pada pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum 

yang jelas mengenai definisi, sanksi, dan prosedur penanganan kasus pemalsuan uang. Namun, 

terdapat kelemahan dalam substansi hukum yang diatur, seperti kurangnya definisi yang jelas 

mengenai pemalsuan uang elektronik dan pengaturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana ini . 

Di samping itu, upaya penegakan hukum juga harus melibatkan kerjasama antara aparat penegak 

hukum serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan serta penanganan kasus 

peredaran uang palsu. Kebijakan kriminal yang akan datang perlu mempertimbangkan revisi terhadap 

undang-undang yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan metode 

pemalsuan yang semakin canggih 

Kejahatan peredaran uang palsu tidak hanya melibatkan individu-individu yang tidak 

bertanggung jawab, tetapi seringkali juga merupakan hasil dari sindikat terorganisir yang beroperasi 

secara nasional maupun internasional. Penanganan kasus uang palsu memerlukan keterlibatan aktif 

aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, jaksa, hingga pihak perbankan untuk melacak dan 

menindak para pelaku. Meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, pada kenyataannya masih 

banyak kasus peredaran uang palsu yang tidak terungkap atau berakhir dengan hukuman yang tidak 

memberikan efek jera. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: “Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu?  Dan Bagaimana 

Kebijakan kriminal terhadap peredaran uang palsu? ”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini 

diuraikan dalam pokok-pokok sbb. 

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu. 

2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan kriminal terhadap peredaran uang palsu pada 

masa yang akan datang. 

 

B. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang terdiri dari data sekunder, 

termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini diarahkan pada norma-norma 

hukum yang terdapat dalam undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kebijakan 

kriminal terhadap tindak pidana pemalsuan uang.  

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan 

peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara 

cermat. Penelitian ini akan menemukan bahan-bahan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pemalsuan uang berdasarkan KUHP, KUHAP, dan UU No. 7 Tahun 2011. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penegakan hukum dan kebijakan kriminal terhadap peredaran uang palsu pada kasus 

peredaran uang palsu di Kabupaten Majalengka 

Penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka menghadapi tantangan besar dalam 

penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu, dengan kasus besar pada tahun 2024 melibatkan 

uang palsu senilai Rp2,5 miliar. Penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat 

Reskrim) Polres Majalengka melalui Kerjasama dengan Instansi Terkait Kolaborasi dengan Bank 

Indonesia untuk penyuluhan mengenai ciri-ciri uang asli dan modus operandi pelaku. Penyidikan dan 
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Penangkapan dilakukan penyidikan berdasarkan laporan masyarakat dan berhasil menangkap pelaku 

di pasar tradisional. Modus operandi pelaku di Kabupaten Majalengka mencakup transaksi di pasar 

tradisional dan penjualan online, di mana kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ciri-ciri uang 

asli menjadi tantangan utama.  

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik ini adalah kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli dan potensi risiko yang terkait dengan transaksi 

online. Banyak konsumen yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mendeteksi uang 

palsu, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa 

edukasi yang efektif mengenai ciri-ciri keaslian uang dan bahaya peredaran uang palsu sangat penting 

untuk meningkatkan kewaspadaan Masyarakat  Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan 

terstruktur perlu dilakukan untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat, 

terutama pengguna platform jual beli online. 

Pelaku sering kali menggunakan teknik manipulasi untuk meyakinkan konsumen bahwa 

mereka adalah penjual yang sah. Mereka dapat menciptakan profil yang tampak kredibel dan 

menggunakan foto produk yang menarik untuk menarik perhatian calon pembeli. Penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam penipuan semakin canggih, sehingga 

penegakan hukum harus beradaptasi dengan perkembangan ini. 

Maka aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani 

kejahatan siber dan memahami modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Kolaborasi antara aparat 

penegak hukum dan platform jual beli online juga sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa 

kerja sama antara pihak berwenang dan penyedia layanan online dapat membantu dalam mendeteksi 

dan mencegah transaksi yang mencurigakan. Dengan memanfaatkan teknologi dan data analitik, pihak 

berwenang dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang 

diperlukan untuk melindungi konsumen dari penipuan. 

 

Kasus peredaran uang palsu di Kota Bandung 

Di Kota Bandung, penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) 

Polrestabes Bandung. Penegakan Hukum dan Edukasi yiatu meskipun terdapat regulasi seperti 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, efektivitas penegakan hukum masih dianggap kurang. Modus 

Operandi yang dilakukan pelaku sering menggunakan uang palsu dalam transaksi kecil dan terlibat 

dalam jaringan produksi uang palsu berkualitas tinggi. Tantangan yang dihadapi yang pertama yaitu  

dukungan teknologi pemalsuan yang semakin canggih,  

Teknologi pemalsuan yang semakin canggih juga mencakup penggunaan teknik pengolahan 

citra digital untuk menciptakan watermark dan fitur keamanan lainnya yang biasanya terdapat pada 

uang asli, Dengan demikian, pelaku dapat menciptakan uang palsu yang tidak hanya terlihat asli tetapi 

juga memiliki beberapa elemen keamanan yang sulit dideteksi oleh masyarakat umum.  

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak negatif terhadap upaya penegakan 

hukum, karena pelaku kejahatan dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindakan kriminal 

yang lebih efektif. Tantangan kedua yaitu tingginya laju peredaran uang akibat pertumbuhan ekonomi 

yang pesat. Kota Bandung, sebagai salah satu pusat perekonomian di Jawa Barat, mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang pesat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Laju peredaran uang 

yang tinggi di Kota Bandung juga berimplikasi pada meningkatnya risiko peredaran uang palsu. 

Semakin banyak uang yang beredar, semakin besar peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyisipkan 

uang palsu ke dalam sirkulasi.  

Hal ini menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak 

peredaran uang palsu. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar di 

masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah uang palsu yang beredar 

 

Kasus peredaran uang palsu di Kota Makassar 

Kasus peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar ini melibatkan sindikat yang memproduksi 

dan mengedarkan uang palsu di lingkungan kampus. Sebanyak 17 orang telah ditetapkan sebagai 

tersangka, termasuk pegawai bank dan staf universitas.  

Modus operandi sindikat ini mencakup penggunaan gedung perpustakaan sebagai lokasi 

produksi, dengan peran sentral dimainkan oleh Kepala Perpustakaan, berinisial AI. Kota Makassar 

juga mengalami tantangan serupa dalam penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu. Aparat 
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penegak hukum bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai bahaya pemalsuan uang. Modus operandi pelaku sering melibatkan transaksi kecil dan 

penggunaan teknologi digital dalam penipuan. Para pelaku menggunakan metode transaksi di mana 

mereka menyelipkan uang palsu di antara uang asli.  

Contohnya, dalam transaksi satu banding dua, satu lembar uang asli digunakan untuk membeli 

dua lembar uang palsu. Uang palsu diedarkan melalui pasar tradisional dan toko kecil untuk 

menghindari deteksi. Para pelaku juga menggunakan grup WhatsApp untuk berkomunikasi dan 

merencanakan distribusi uang palsu. 

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu di ketiga daerah ini 

menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi sangat kompleks. Di Kabupaten Majalengka, rendahnya 

kesadaran hukum masyarakat menjadi penghalang utama, sementara di Kota Bandung dan Makassar, 

kemajuan teknologi pemalsuan serta tingginya laju peredaran uang juga menjadi tantangan signifikan. 

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui kebijakan yang responsif dan kolaboratif, 

penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif serta berkelanjutan demi melindungi masyarakat 

dari bahaya peredaran uang palsu.  

Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif bukan hanya bergantung pada sumber daya 

yang tersedia, tetapi juga pada partisipasi masyarakat serta kerjasama antar lembaga. Pendekatan 

berbasis komunitas dalam penegakan hukum dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam 

mengurangi angka kejahatan pemalsuan uang. Oleh karena itu, baik di Kabupaten Majalengka, Kota 

Bandung, maupun di Kota Makassar, perlu adanya strategi yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan 

efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Meskipun kerangka hukum ini sudah ada, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya 

sangat signifikan. Satu di antara tantangan besar ialah lemahnya pengawasan yang 

mengakibatkan sulitnya mendeteksi dan menindak pelaku kejahatan. Selain itu, kurangnya 

kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat juga menjadi kendala, karena tanpa 

partisipasi aktif dari masyarakat, upaya penegakan hukum akan menjadi kurang efektif. Kasus-

kasus pemalsuan uang sering kali melibatkan sindikat terorganisir yang beroperasi secara 

tersembunyi, sehingga memerlukan pendekatan kolaboratif dari beragam pihak untuk 

menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. 

2. Kebijakan kriminal yang ada saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan 

teknologi dan metode pemalsuan yang semakin kompleks. Revisi terhadap regulasi yang ada 

perlu dilakukan agar dapat memperkuat sanksi dan memberikan definisi yang lebih jelas 

mengenai pemalsuan uang, termasuk uang elektronik. Edukasi masyarakat turut menjadi aspek 

penting pada kebijakan kriminal ini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

bahaya peredaran uang palsu, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan 

dan pelaporan kasus-kasus mencurigakan. Dengan demikian, penegakan hukum dan kebijakan 

kriminal yang efektif akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, aparat 

penegak hukum, serta masyarakat dalam menghasilkan lingkungan yang lebih aman dari 

peredaran uang palsu. 
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